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KESEHATAN DAN RAHASIA BANK
KOMPETENSI  DASAR

Setelah mempelajari bab ini, Anda akan mampu menguraikan pengertian kesehatan bank, dasar hukum kesehatan bank dan CAMELS sebagai kreteria penilaian bank. Anda juga akan mampu menjelaskan pengertian rahasia bank, tujuan dari rahasia bank, dasar hokum rahasia bank dan pengecualian terhadap rahasia bank
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A. Latar Belakang  
   Salah satu bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara bahkan dunia yang penting adalah Bank.  Pentingnya keberadaan bank bukan hanya bagi pemilik dan manajemen bank itu sendiri tetapi oleh seluruh pihak yang berhubungan dengan bank tersebut baik itu masyarakat dan negara bersangkutan ataupun masyarakat internasional diluar negara tersebut.   
Bank  pada dasarnya adalah  milik publik, dan karenanya keberadaan bank harus dijaga bukan saja oleh pemilik dan manajemen bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Salah satu pentingnya menjaga keberadaan suatu bank adalah karena bangkrutnya suatu bank akan mempunyai efek berantai atau efek domino (domino effect), yaitu bersifat menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya dapat mengganggu fungsi sistem keuangan dan system pembayaran dari negara bersangkutan. 
Untuk menjaga agar bank tetap dapat menjalankan operasionalnya  seperti bank mampu untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, individu, lembaga-lembaga lain. Bank mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti masyarakat, pemilik modal serta mampu menaati peraturan perbankan yang berlaku, maka bank perlu dinilai secara rutin yang disebut dengan penilaian kesehatan bank.  . 
Pada sisi lain bank juga disebut lembaga kepercayaan yang berarti  keberadaan bank tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabah yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun  akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah bank, baik data keuangan maupun non keuangan, seringkali merupakan suatu data yang ingin diketahui oleh pihak lain. Jumlah kekayaan yang tersimpan di bank bagi nasabah merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain.
B. Pengertian Kesehatan Bank

Seperti seorang manusia yang memerlukan tubuh yang sehat untuk dapat menjalankan seluruh aktivitas hidup seperti bekerja dan kegiatan-kegiatan lainnya demikian pula dengan bank yang memerlukan kesehatan untuk dapat menjalankan kegiatannya. 
Dengan demikian kesehatanan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut mencakup kemampuan :

1) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
2) Kemampuan mengelola dana.
3) Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
4) Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
5) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.
Dari kegiatan bank tersebut terlihat bahwa tingkat kesehatan bank  erat kaitannya dengan pemenuhan peraturan perbankan (kepatuhan pada Bank Indonesia).

C. Aturan dan kreteria kesehatan Bank

Ketika seseorang ingin hidup sehat maka dia harus mengikut aturan kesehatan itu sendiri seperti istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan menghindari aktivitas yang dapat membuat kesehatan tubuh terganggu seperti tidur larut, minum keras dan sejenisnya. Demikian pula halnya dengan bank agar dapat berada dalam kondisi sehat maka bank harus mematuhi peraturan atau undang-undang tentang kesehatan bank.  
UU yang menyatakan tentang kesehatan bank terdapat pada UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa :

1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuditas, rentabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

3) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4) Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

5) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhaap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

6) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7) Bank wajib mengumumkan neraca perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Lebih lanjut kreteria kesehatan bank  yang terdapat pada poin 1 UU diatas dijabarkan lebih lanjut melalui Lampiran Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 kepada semua bank umum konvensional, mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap CAMELS, yang terdiri dari :

a. Faktor Permodalan (Capital), terdiri dari :

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi komponen-komponen sebagai berikut :
1)   Kecukupan modal
2)   Komposisi modal
3)   Proyeksi (trend ke depan) permodalan
4)   Kemampuan modal dalam mengcover aset bermasalah
5)   Kemampuan bank yang bersangkutan memelihara kebutuhan tambahan modal yang berasal dari laba
6)   Rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, dan
7)   Akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank yang bersangkutan.
b. Faktor Kualitas Aset (Asset Quality):

Penilaian kualitas aset meliputi penilaian atas komponen-komponen berikut ini :
1)   Kualitas aktiva produktif
2)   Konsentresi eksposur risiko kredit
3)   Perkembangan risiko kredit bermasalah
4)   Kecukupan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)
5)   Kecukupan kebijakan dan prosedur
6)   Sistem kaji ulang (review) internal 
7)  Sistem dikomentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah
c. Faktor Manajemen (Management) ;

Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian atas komponen sebagai berikut;
1) Manajemen Umum. 

Indikator pendukung dalam penilaian manajemen secara umuum antara lain praktek tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance - GCG), struktur dan komposisi pengurus bank, penanganan pertentangan kepentingan, independensi pengurus bank, kemampuan untuk membatasi/mencegah penurunan kualitas GCG, transparansi informasi dan edukasi nasabah, serta efektivitas kinerja fungsi komite.

2) Penerapan sistem manajemen risiko. 

Indikator pendukung dalam penilaian ini antara lain,  penerapan sistem manajemen risiko dimana penilaian  didasarkan pada empat cakupan, yaitu :

a) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi,

b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit,

c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko,

d) sistem pengendalian internal menyeluruh.

3) Kepatuhan Bank. 

Indikator pendukung dalam penlaian ini anatara lain Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan kepatuhan terhadap komitmen dan ketentuan lainnya. 
d.   Fakror Rentabilitas (Earning)
Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian atas komponen seperti berikut :
1)   Pencapaian return on asset (ROA)
2)   Pencapaian return on equity (ROE)
3)   Pencapaian NIM (Net Interest Margin)
4)   Tingkat efisiensi
5)   Perkembangan laba operasional
6)   Diversifiksi pendapatan
7)   Penerapan prinsip akuntansi dan pengakuan pendapatan dan biaya
8)   Prospek laba operasional
e.    Faktor Likuiditas (Liquidity)
Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian atas komponen-komponen berikut ini :
1)   Rasio aktiva/pasiva yang likuid
2)   Potensi maturity mismatch
3)   Kondisi loan to deposit ratio (LDR)
4)   Proyeksi cash flow (arus kas)
5)   Konsentresi pendanaan
6)   Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liability management)
7)   Akses kepada sumber pendanaan
8)   Stabilitas pendanaan
f.     Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk)
Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi :
1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibanding dengan potensi kerugian suku bunga.
2) Modal/cadangan untuk fluktuasi nilai tukar debandingkan dengan potensi kerugian nilai tukar.
3) Kecukupan penerapan Sistem Manajemen Risiko Pasar (Market Risk). 

D. Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

Kembali seperti seorang individu yang memiliki pola hidup kurang atau tidak sehat maka ia akan berurusan dengan dokter atau rumah sakit untuk diobati dan kembali sehat. Demikian pula halnya dengan bank yang mungkin melakukan penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, maka bank tersebut akan berurusan dengan Bank Indonesia yang dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. 
Tindakan yang dapat dilakukan Bank Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

1) Pemegang saham menambah modal.

2) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank.

3) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

4) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alis seluruh kewajiban.

5) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.

6) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. 

E. Rahasia Bank 

Pada bagian pengantar telah kita uraikan secara umum apa yang dimaksud dengan rahasia bank, berikut adalah pengertian rahasia bank menurut undang-undang yang juga mengalami perkembangan;
  

1) UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan mencantumkan aturan tentang rahasia bank dalam bab 1 pasal 1 butir 16 dan bab VII pasal 40, 41, 42,43,44,45 dan bab VII pasal 47. Definisi rahasia bank pada undang-undang ini adalah “ segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”. Definisi ini  menunjukan batasan yang sangat luas dan cenderung kurang jelas mengenai rahasai bank. Pembatasan didasarkan pada istilah kata kelaziman, kata ini menimbulkan multi tafsir karena setiap orang dapat menginterpretasi kan sesuai keinginannya sendiri, misalnya batasan tersebut dapat diartikan bahwa rahasia bank mencakup data milik nasabah deposan maupun nasabah debitor.  

    Implementasi undang-undang no 7 tahun 1992 ini ternyata menimbulkan kesulitan khususnya untuk menyelesaikan kredit bermasalah karena terbentur aturan tentang rahasia bank. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memberikan batasan yang lebih jelas terhadap rahasia bank, maka undang-undang diperbaharui dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998.

2) UU No. 10 tahun 1998, secara  rinci mengatur rahasia bank sebagai berikut:

a) Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

b) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

c) Ketentuan tresebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi

d) Pihak terafiliasi adalah:

1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank.

2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.

4) Pihak yang menurut penilaian BI turut mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Lebih lanjut penjelasan pasal 40 menyatakan “apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

F. Tujuan Penerapan

Bank adalah kembaga kepercayaan, Dengan demikian tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. 

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:
a. Integritas pengurus
b. Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan
c. Kesehatan bank yang bersangkutan
d. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.
Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain". Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh "rahasia bank". Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non keuangan, seringkali merupakan suatu data yang ingin diketahui oleh pihak lain. Jumlah kekayaan yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain. Biodata bagi nasabah tertentu merupakan data yang harus dirahasiakan. Sebagian nasabah juga menginginkan agar pinjamannnya dari bank dirahasiakan kepada orang lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam undang-undang perbankan.
G. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank

Dalam situasi atau keadaan tertentu sesuai dengan unang-unang, data nasabah di bank dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi:

1) Kepentingan perpajakan

Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Perintah tertulis tersebut harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya, dan pihak wajib memberikan keterangan yang diminta.

2) Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN 

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tertulis tersebut di atas harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan piutang dan Lelang egara/ Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitor yang bersangkutan, dan alasan diperlukanya keterangan.

3) Kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simoanan tersangka atau terdakwa pada bank, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap. Permintaan tertulis tersebut harus menyebut nama dan jabatan polis, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, serta alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

4) Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya

Direksi bank bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Dalam situassi ini bank dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serta keterangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, tanpa izin dari pimpina Bank Indonesia.

5) Tukar-menukar informasi antar bank

Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Tukar-menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara penyimpanan dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuknya debitor yang bersangkutan dalam daftar kredit macet. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

6) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis

Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpaan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut atas dasar permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.
7) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia

Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan barhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.
H. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kesehatan bank

Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, karena kegagalan perbankan akan berakibat buruk terhadap perekonomian. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan terdiri dari pihak eksternal dan pihak internal. 
Pihak internal terdiri dari:

a) Pihak manajemen, berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian (controlling), pengoordinasian (coordinating) dan perencanaan (planning) suatu perusahaan.

b) Pemilik perusahaan, dengan menganalisis laporan keuangannya pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan.

Pihak eksternal terdiri dari:

a) Investor, memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil (return) dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut.

b) Kreditur, merasa berkepentingan terhadap pengembalian/pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan, mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek (likuiditas) dan profitabilitas dari perusahaan.

c) Pemerintah, informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga  oleh lembaga yang lain seperti Statistik.

d) Karyawan, berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada perusahaan yang bersangkutan.

I. Latihan 

Berikan jawaban Anda atas pertanyaan dibawah ini. 

1) Jekaskan bagai mana cara mengetahui suaru bank itu sehat atau tidak ?

2) Factor-faktor apa yang seharusnya anda gunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank?

3) Bagaimana mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank?

4) Apa sanksi terhadap pelanggaran aturan kesehatan bank?

5) Apa yang dimaksud dengan rahasia bank?

6) Apa dasar hukum rahasia bank?

7) Apa saja pengecualian terhadap rahasia bank?

8) Bagaimana saknsi terhadap pelanggaran rahasia bank?

J. Resume 
1. Kesehatanan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.
2. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS, yang terdiri dari :

a. Faktor Permodalan (Capital).

b. Faktor Kualitas Aset (Asset Quality).

c. Faktor Manajemen (Management).

d. Faktor Rentabilitas (Earning).

e. Faktor Likuiditas (Liquidity).

f. Faktor Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Market Risk).

g. Kecukupan penerapan Sistem Manajemen Risiko Pasar (Market Risk).

3. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dangan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.” Namun ketika nasabah juga sebagai peminjam maka rahasia tetap akan terjamin oleh bank

4. Dasar hukum yang mengatur rahasia bank adalah:

a) Pasal 1 angka 16 UU No. 7 thn 1992 ttg Perbankan
b) Pasal 1 angka 28 UU No. 10 thn 1998 
5. Pengecualian kerahasiaan Bank

a. Urusan perpajakan

b. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN

c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana

d. Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya

e. Tukar-menukar informasi antar bank

f. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis

g. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia
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